
 

 

 

 

BAB III 

 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

 

a. Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice menjadi 

jawaban terhadap persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat yang 

mencari keadilan, terutama terhadap perkara-perkara yang 

dimungkinkan dapat diselesaikan secara mediasi. Kejaksaan sebagai 

sebuah lembaga yang punya wewenang dalam bidang penuntutan dapat 

melakukan penghentian penuntutan berdasarkan peraturan kejaksaan 

nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan 

keadilan restorative. Pada perkara di tingkat kejaksaan terjadinya 

kesepakatan bersama antara pelaku dan korban dengan difasilitasi oleh 

penuntut umum merupakan hal yang menjadi tujuan utama. 

b. Kejakasan sebagai salah satu instansi penegakan hukum yang punya 

wewenang dalam penghentian penuntutan, dapat menyelesaikan 

perkara melalui pendekatan restorative justice. Legalitas penghentian 

penuntutan ini didasarakan pada dikeluarkannya peraturan kejaksaan 

nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarakan 

keadilan restoratif 

Dalam pelaksanaannya penuntut umum wajib melihat syarat- 

syarat yang tertera dalam pasal 5 yaitu: baru pertama kali melakuaan 

tindak pidana, ancaman pidana maksimal 5 tahun, dan kerugian yang 

ditimbulkan tidak melibihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu. 
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Terkait tata cara penghentian penututan berdsarakan keadilan restoratif 

dijelaskan juga dalam peraturan kejaksaan tersebut. Penyelesaian 

perkara melalui pendekatan restorative justice pada tingkat kejaksaan 

juga dilakukan berjenjang dimulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan 

tinggi dan juga Kejaksaan Agung agar pengawasannya lebih mudah 

sehingga restorative justice tidak disalahgukan oleh pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab 

B. Saran 

 

Setelah melakukan penelitian terkait restorative justice maka diperoleh 

fakta bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice 

belum dapat dilakukan secara maksimal, karena masing-masing aparat 

penegak hukum masih berpedomaan pada kewenangan masing-masing, 

sehingga diperlukan saran antara lain: 

a. Dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice ini 

perlu dirancang dalam Kitab undang-Undang hukum acara pidana 

sehingga terbentuk sebuah sistem hukum yang jelas antara pihak 

penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat 

pengadilan. Sistem tersebut dapat berkesinambungan dan tidak terjadi 

salah tafsir dari pihak penegak hukum sehingga pelaksanaanya lebih 

terakomodir dan jelas. 

b. Pendekatan restorative justice ini sebagai sebuah jawaban dari 

persoaalan hukum yang kaku dalam sebuah sistem dalam penyelesaian 

perkara dan kerap memakan waktu lama dalam prosesnya, diharapkan 
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dengan adanya pendekatan restorative justice menjadi lebih singkat dan 

tidak dipersulit dalam proses-proses administrasi dan penyelesaiannya. 

c. Pengawasan restorative justice harus melibatkan aparat penegak 

hukum secara berjenjang dan masyarakat, sehingga pelaksanaanya tepat 

sasaran dalam menyelesaiakan permasalahan antara korban dan 

tersangka dalam mencari keadilan, karena dengan adanya sistem 

restorative justice ini terdapat kemungkinan dilakukan tindak-tindakan 

tercela seperti penyalahgunaan wewenang baik oleh korban, tersangka 

dan apparat penegakan hukum misalnya korban meminta kerugian 

melebihi kerugiaan nyata yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. 

d. Dengan adanya pendekatan restorative justice diharapakan aparat 

penegak hukum tidak melihat hukum dengan kacamata postitvistik 

yang selalu terpaku pada peraturan melainkan tetap 

mempertimbangkan hal-hal yang membuat hukum bersifat lebih 

progresif dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam masyrakat. 
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